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Amar Putusan

Partai Garuda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017
terhadap UUD 1945.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat
negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil
Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali
Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan
dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota,
termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang
menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan
dan izin cuti dari Presiden”;

3. Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam
Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang
dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada
Mahkamah Agung;

b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan,
kecuali hakim ad hoc;

c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;



Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh; dan

h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan . Senin, 31 Oktober 2022.

Ikhtisar Putusan

Pemohon mendalilkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum (pemilu), memiliki
hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilu termasuk
mengajukan menteri definitif yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai
pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu. Hak konstitusional Pemohon
potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan
keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya yang menyatakan
bahwa menteri sebagai pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika
dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon
Wakil Presiden.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena Pemohon menguji Undang-Undang, in
casu UU 7/2017 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus
permohonan a quo.
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Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon telah dapat
menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945
dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017
yang diajukan dalam permohonan pengujian a quo, sehingga dengan demikian, menurut
Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan a quo.

Pemohon mendalilkan sebagai partai politik memiliki hak konstitusional sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan calon Presiden
atau Wakil Presiden, termasuk calon dari kalangan “pejabat negara” yang telah diatur dalam
ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Menurut Pemohon ketentuan dalam Pasal 170 ayat
(1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya merupakan ketentuan yang memuat syarat tambahan
bagi Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik terkait pencalonan
Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum (pemilu) karena surat
pengunduran diri pejabat negara tersebut didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik di KPU (vide Pasal 170 ayat (2) UU 7/2017). Padahal syarat calon Presiden dan calon
Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 jo. Pasal 169 UU 7/2017 dan syarat
tambahan yang mengharuskan pejabat negara, in casu menteri, untuk mengundurkan diri dari
jabatan ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden adalah perlakuan
yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 41/PUU-XI1/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XI11/2015,
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, telah berpendirian bahwa
Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah, dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) harus mengundurkan diri sejak
ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan
Umum. Terhadap hal demikian, oleh karena sesungguhnya baik jabatan publik/pejabat negara



yang diangkat maupun yang dipilih merupakan jabatan yang erat hubungannya dengan
persoalan netralitas yang di dalamnya terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan, antara
lain berupa penggunaan pengaruh atau pemakaian fasilitas milik negara dalam kontestasi
pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak berbeda dengan kontestasi pemilihan kepala
daerah. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 September 2022 [vide Paragraf [3.19]
him. 40], Mahkamah tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan pemilihan kepala
daerah, maka membedakan syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, baik yang
diangkat maupun dipilih, adalah tidak relevan lagi untuk diberlakukan pada konteks saat ini,
karena untuk mengisi jabatan-jabatan politik dimaksud memerlukan calon-calon yang
berkualitas dari berbagai unsur dan potensi sumber daya manusia Indonesia. Terlebih lagi,
untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden memiliki sifat dan syarat khusus
sebagaimana telah ditentukan dalam tatacara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh
karena itu, untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara, in casu untuk
dapat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah memiliki pertimbangan
lain berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017
beserta Penjelasannya.

Bahwa dalam perspektif adanya kekhawatiran melekatnya jabatan pada pejabat yang
dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden akan memengaruhi netralitas yang
bersangkutan sehingga diwajibkannya untuk mengundurkan diri, menurut Mahkamah, hal
tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki oleh
pejabat yang bersangkutan. Terlebih di dalam mendapatkan jabatannya tersebut, pejabat
yang bersangkutan memerlukan perjalanan karir yang panjang, bisa jadi di saat itulah
sesungguhnya puncak karir dari pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, tanpa harus
mengundurkan diri, kematangan profesionalitas pejabat yang dimaksud masih dapat
dipergunakan di dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara,
sekalipun pejabat yang bersangkutan kalah dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil
Presiden. Di samping itu, adanya perlakuan yang berbeda terhadap menteri atau pejabat
setingkat menteri sebagai pejabat negara yang diharuskan mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 apabila dicalonkan sebagai Presiden
atau Wakil Presiden menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional. Menurut
Mahkamah, pembatasan dan pembedaan tersebut termasuk pula bentuk diskriminasi terhadap
partai politik ketika mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden atau Wakil
Presiden. Apalagi, hal tersebut dapat mencederai hak konstitusional partai politik dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat
(2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
selanjutnya akan memberikan penilaian berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017, yang
berkaitan dengan frasa “pejabat negara” yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil
Presiden. Berkenaan dengan hal tersebut oleh karena satu-satunya hal yang membedakan
argumentasi Permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebagaimana tersebut di
atas adalah argumentasi yang mengecualikan bagi pejabat negara, in casu menteri dan
pejabat setingkat menteri, yang hendak dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden,
sebagaimana dinyatakan dalam dalil Permohonan Pemohon dan ditegaskan dalam Petitum
Permohonan Pemohon agar dikecualikan untuk tidak perlu mengundurkan diri. Oleh karena
itu, sebagai konsekuensi yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah tersebut di
atas, maka terhadap syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, termasuk dalam
hal ini menteri dan pejabat setingkat menteri untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil
Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak relevan lagi untuk dipertahankan
dan oleh karenanya harus tidak lagi diberlakukan ketentuan pengecualian syarat pengunduran
diri dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Dengan demikian, ketentuan norma Pasal
170 ayat (1) UU 7/2017 harus dimaknai secara bersyarat yang selengkapnya sebagaimana



akan dinyatakan dalam amar putusan a quo;

Bahwa meskipun Mahkamah dalam pertimbangan hukum tersebut di atas telah
berpendirian menteri atau pejabat setingkat menteri dapat dikecualikan untuk tidak
mengundurkan diri apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai
calon Presiden atau Wakil Presiden, namun demikian penting bagi Mahkamah untuk
menegaskan bahwa jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun
kekuasaan eksekutif yang menjadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan
Wakil Presiden. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan
pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri merupakan pejabat negara yang
dikecualikan apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon
Presiden atau calon Wakil Presiden harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari Presiden.

Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Penjelasan Pasal 170 ayat
(1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagai akibat adanya perubahan
berupa pemaknaan baru terhadap norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Berkenaan dengan
hal tersebut, oleh karena ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 esensinya adalah
menegaskan tentang frasa “pejabat negara” yang dikecualikan mengundurkan diri apabila
dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai
politik, in casu untuk menteri atau pejabat setingkat menteri, sebagaimana termuat dalam
Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017, maka dengan telah dinyatakannya menteri
atau pejabat setingkat menteri termasuk yang dikecualikan untuk tidak dipersyaratkan
mengundurkan diri, sebagai konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “menteri dan pejabat
setingkat menteri” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017
harus dinyatakan tidak ada relevansi untuk dipertahankan lagi, sehingga harus dinyatakan
inkonstitusional. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 selengkapnya
sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan a quo.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan norma Pasal 170
ayat (1) UU 7/2017 dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah ternyata
menimbulkan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud dalam norma Pasal 28I ayat (2) UUD
1945. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum
untuk sebagian. Terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih
lanjut, karena dipandang tidak ada relevansinya.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus
mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan
anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan
pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri
mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”;

3. Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal 170
ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat
negara” dalam ketentuan ini adalah:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;
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Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial,

Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan

Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

j-  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

> @~oano

Alasan Berbeda (Concurring Opinion)

Terhadap putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki alasan
berbeda (concurring opinion). Karena perbedaan tersebut, saya memiliki konstruksi berbeda
perihal mengabulkan sebagian permohonan Pemohon secara bersyarat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, saya mengabulkan sebagian permohonan
Pemohon, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus
mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota
MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur,
bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat
menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan presiden
dan cuti/non aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan
sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara itu,
berkenaan dengan Penjelasan 170 ayat (1) UU 7/2017 menyesuaikan dengan pemaknaan
bersyarat atau pemaknaan baru Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 dimaksud.



